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PEHATURAI\I DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 63 TAHUN 2010

. .\

TEN'rANG

PAJAK REKLAME

DENG/\N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI,MUSI BANYUASIN

Menimbang: a, bahwa dengan telah ditetapkan ,Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009, tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun
2002, tentang Pajak Reklame perlu ditinjau kembali untuk
disesuaikan dengan ketentuan yang ada;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak
Reklame,

Mengingat : 1, Undang ..Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2, Undang ..Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana ( Lembaran N~gara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209);

3, Undang ..Undang Nomor 17 Tahun 1997, tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3684);

4, Undang ..Undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia NomQr 3686) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang .Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
LenibClldl1 Negara Republik Indonesia Nomor3987);

5, Undan~J..Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
TamballJn LcmbJran Negara r:epublik Indonesia Nomor 4 '189);

6, Undang-Undang .. ' , ,
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6. Undang-Undang Nomor10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-un~angan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nqmor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republil< Indonesia Nomor" 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undan!~ Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tarnball,!11 Lellibaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undah!J- Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuan[)an antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
. Tarnbahan Lernbaran Negara Republiklndonesia Nornor 4438):

9. Undan!J.Undang Norner 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia NOfnor 5(49):

10. Perat'Han Pemerintah Nornor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan Dalarn Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 247,
Tambahan LernbalCln Negara Nornor 4049):

11. Peraturan Pernerintah Nornor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penjualan Barang Sitaan (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000.Nornor 248, Tarnbahan Lernbaran Negara Nornor
4050); . ;

12. Peraturan Pernerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan
Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa, (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nornor 249 Tarnbahan Lembaran Negara Nornor 4051):

13. Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pernerintahan antara' Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pernerintahan Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

•
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 4 Tahun 1997 tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999, tentang
Sistern dan Prosedur Adrninistrasi Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Penerirnaan Pendapatan lain-lain;

17. Peraturan .
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17. Peraturan Daerah I<abupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36);

1U. r'eralUian Elupali Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun 2008 lenlanu
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupalen Musi
Banyu<~sin.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAI<ILAN RAKYAT DAERAH
I{AE,UPATEN MUSI BANYUASIN

dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pejabal adalah pegawai yang diberi tugas tertenlu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraluran perundang-
undangan.

6. Dinas Pendapalan, Pengelolaan Keuangan Dan Asel Daerah
yang selanjulnya disebul DPPKAD adalah Unsur Pelaksana
Pemerinlah Kabupalen Musi Banyuasin di Bidang Pendapalan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

7 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung' dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemaRmuran rakyat.

8. Pajak Reklame yang selanjulnya disebut Pajak adalah pajak alas
penyelenggaraan rel<lame.

9. Reklame .
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9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk
dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk
menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau
badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau
dinikmati oleh umurn.

10. Panggung, lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat
pernasangan 1 (satu) atau beberapa buah reklame.

11. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan yang
rnenyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau
untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggunggannya.

12. Nilai Jual Obyek P"ljak Reklame adajah keseluruhan pembayaran,
pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau
penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya I
harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran
I ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan,
pengecatan, pemasangan dan transfortasi, pengangkutan dan
lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung
dipancarkan diperagaan, ditayangkan dan atau terpasang
ditemp~lt yang diizinkan.

13. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan
pada titlk lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan
kretaria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek
kegiatan dibidang usaha.

14. Surat f(etetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanJutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terulang alau
seharusnya lidak terutang. .

16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang lelah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui lempal pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.

17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjulnya disingkal STPD,
adalah surat unluk melakukan lagihan pajak dan/alau sanksi
administralifberupa bunga dan/atau denda.

18. Surat Keputusan Pembetulan adalah sural keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hilung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan kelentuan terlentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang lerdapal dalam ,
Sural Ketelapan Pajak ,Sural Kelelapan Daerah Lebih Bayar,
Sural Tagihan Pajak Daerah.

19. Sural Kepulusan Keberalan adalah surat kepulusan alas
keberatan terhadap , Surat Ketetapan Pajak Daerah,Surat
Kelelapan daerah .Lebih Bayar.

19. Sura!. .....
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20. Pulusan Banding adalah pulusan badan peradilan pajak alas
banding lerhadap Sural Kepulusan Keberalan yang diajukan oleh
Wajib Piljak.

21. Pemun~lulan adalah sualu rangkaian kegialan mulai dari
penghimpunan dala objek dan subjek pajak daerah, penenluan
besarnya pajak yang lerulang sampai kegialan penagihan pajak
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

22. Pembukuan adalah suatu proses pencalalan yang dilakukan
secara leralur unluk mengumpulkan dala informasi keuangan
yang melipuli harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya
serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang alau jasa
yang dilutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraea
dan laporan laba rugi pada seliap tahun pajak lersebut.

23.' Pemeriksaan adalah serangkaian kegialan menghimpun dan
mengolah dala, kelerangan, dan/alau bukti yang dilaksanakan
seeara objeklif dan profesional berdasarkan suatu standar
lJerilel i"::;dGlIl untuk menguji kepatuhan pemenuhan Kewajiban
perpaja,:an daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketenluan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

24. Penyidik adalah pejabal pegawai negeri sipil lertenlu di
lingkungan Pemerinlah Daerah yang diangkat oleh pejabal yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

25. Penyiqikan lindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
relribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk meneari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukli ilu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

26. Juru Sila Pajak adalah Pegawai yang ditunjuk unluk melakukan
penyilaan dan menguasai barang atau harta wajib pajak guna
dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak sesuai ketentuan
peraturan perundan~l-undangan yang berlaku.

27. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah Kantor
Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya
meliputi Daerah Kabupalen Musi Banyuasin.

28. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

29. Penetapan' pajak seeara jabatan adalah penetapan besarnya
pajak terhutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain

I yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB II.
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BAB IIi'

NAMA, OBJEK OAN SUBJEK PAJAK

Pasal2

(1) Nama Pajak' adalah Pajak Reklame yang dipungut atas
penyelenggaraan reklame.

(2) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.

(3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
meliputi:
a. Reklame Papan / Videotron / Billboard / Megatron / Baleho /

Shopsign / Tinplate.

b. Reklame Kain / Suncreen / VertikalBanner.

c. Reklame melekat, stiker dan poster.

d. Reklame selebaran.
e. Rel<lame berjalan, termasuk pada kendaraan.

f. Reldame udara.

g. Reklame apung.

h. Reklame suara.
I. Reklame film I slide.

j. F{efclameperagaan.

Pasal 3

Tidak lenndsuk ,,,ebagai objek Pajak Reklame adalah:

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio,
walia harian', warta mingguan, warta bulanan, dan
sejenJsnya.

b. penyelenggaraan Reklame calon Presiden dan Wakil
Presiden, ang~lota OPR, OPO, OPRO Provinsi / Kabupaten"
Pemilihan Kepala Oaerah dan Pemilihan Kepala Oesa.

C label/merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari
produk sejenis lainnya.

d. nama .pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat
pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan
sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal
usaha atau profesi tersebut.

e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pernerintah Oaerah.

Pasal4

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan Reklame.

BAB III .....
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BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 5
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai
Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan nilai kontrak Reklame.
Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame
sebagaimana diinaksud pada ayat (1)' dihitung dengan
memrerh21tikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi
penernpatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan
ukuran rnedia Reklame. .

Dalarn hal Nilai Sewa Reklarne sebagairnana dirnaksud pada ayat
(2) tiJ"k dikdailui dan/alau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa
Reklarne ditetapkan dengan rnenggunakan faklor-faklor
sebagaimana dirnaf;sud pada ayal (3).
Cara F'mhilungan Nilai Sewa Reklarne sebagairnana dirnaksud
pada ayat (4) ditetapkan dengan rurnus sebagal berikut : Jenis
ReklarrH~ X Jurnlah Reklarne X Indeks Lokasi (nilai Strategis) X
Ukur<:,n . Media Reklarne X Jangka Waktu Penyelenggaraan
Reklame.
Hasil perhitungan I\lilai Sewa Reklarne sebagairnana dirnaksud
pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal6

Tarif pajak reklarne diletapkan sebesar 25 % (dua puluh lirna persen).

BAB IV

INILAYAH PEMUNGUTAN DAN

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal7

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal8

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak
sebagairnana dirnaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan
sebagairnana dimaksud dalarn pasal 5 ayat (1).

BABV .
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BABV

MASA PAJAK, TAHUN PAJAK,

SAAT PAJAK TERUTANG DAN

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH

Pasal9

(1) Masa Pajak diatur dengan Peraturan Bupati

(2) Tahun F'ajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 10
Saat Pajak terutang adalah jangka waktu penyelenggaraan reklame.

BABVI

TATA CARA F'EMUNGUTAN PAJAK

Pasal 11

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Setiap WaJlb Pajak wajib membayar Pajak yang terutang
berdasarkan surat ketetapan pajak.

(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan
penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayal P) berupa karcis dan nota perhitungan.

BABVII

SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 12

(1) Bupali dapat menerbitkan STPD jika:

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf a dan huruf b
ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan
sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD .
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(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
. \

Pasal13

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD
dan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberalan, dan Pulusan Banding.

(2) Apdbila pernbayaran pajak dilakukan ditempal lain yang dilunjuk,
hasil penerimaan pajak harus disetor di Kas Daerah
selambat-Iambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu tertentu yang
ditenlllkan dengan Peraturan Bupali.

(3) F'embayaran pajak sebagairnana dirnaksud pada ayat (1).
dilakllkan c1enganmenggllnakan SSPD.

Pasal 14

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh ternpo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang paling 18rna30 (tiga puluh) hari
kerja selelah saat terutangnya pajak.

(2) SKPD,. Sural Keputusan Pernbetulan, Sural Keputusan
Keberalan, dan Putusan Banding, yang rnenyebabkan jumlah
pajak yang harus dlbayar bertambah merupakan dasar penagihan
pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (salu)
bulan sejal<.tanggal diterbitkan.

(3) Bupali alas perrnohonan Wajib Pajak selelah memenuhi
persyaratan yang ditenlukan dapat memberikan perselujuan
kepada Wajib Pajak unluk mengangsur alau menunda
pembayaran pajak. dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan.

(4) Kelenluan lebih lanjul mengenai tata cara pembayaran,
penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan
pembayaran pajak diatur dengan Peraluran Bupali.

Pasal 15

(1) Pajak. yang lerulang berdasarkan SKPD, STPD, Surat
Pembeluian, Surat Kepulusan Keberatan, dan Putusan Banding
yang liclak alau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya
dapal dilagih dengan Surat Paksa.

!
(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

PasaI16 .
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Pasal 16

(1) Seliap pembayaran pajak diberikan landa bukli pembayaran dan
dicalal dalam buku penerimaan.

(2) SenIuk, jenis, isi, ukuran landa bukli pEmbayaran dan buku
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
dilelapkan dengan Peraluran Supati.

BAS IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal17

(1) Sural Teguran atauSurat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan
7 (lujuh)hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran
alau Surat Peringalan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak.
harus melunasi pajak yang lerulang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau sural lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Supati
atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu sebagaimana. ditetapkan dalam Surat
Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah
pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Supali menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua
puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan
atau sural lain yang sejenisnya.

Pasal 19

Apabila pajal\ yang harus dibayar tidak dilunasi dalelm jangka
waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Supati
segera menerbilkan Sural Perintah Melaksanakan Penyilaan.

Pasal20

Setelah dilaksanakan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi
hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal
pelaksanaan perintahmelaksanakan penyitaan, Supati mengajukan
permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor Lelang
Negara.

PasaI21 .
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Pasal21

Setelah kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal,jam dan
tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera
secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 22

Bentuk, jenis, isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan
pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

BABX

PE~/GURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BABXI

fJI::MBETULAN, PEMBJ\TALAN,

PENGURANGI'IN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN

ATALJ PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal24

(1) Atas perrnohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati
dapat membetulkan SKPD, STPD dan SKPDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ataukesalahan hitung
d.an/at?u kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Bupati dapat:

a. rnengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif
berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, STPD dan
SKPDLB yang tidak benar;

c rnengurangkanalau membalalkan STPD;

d. membatalkan .
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d. membatalkanhasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara
yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertirnbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau
kondisi tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau
pemDatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dialur dengan Peraturan Bupati.

BABXII

KEBEHATAN DAN BANDING

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
alau pejabat yang ditunjuk atas suatu:

a. SKPD;

b. STPD;

c. SKPDLB;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberalan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal diterimanya surat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak
dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan
melalui surat pos tercatal sebagai landa bukli penerimaan sural
keberalan.

Pasal26

(1) Bupali dalam jangka waklu paling lama 12 (dua belas) bulan,
sejak tanggal Sural Keberatan diterima, harus memberi
kepulusan alas keberatan yang diajukan.

(2) Kepulusan .



(2) Keputusan Supati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya
pajak yang terutang.

(3) ApabJia jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Supati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasa.l27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan
yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan
diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan
tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
'penerbitan Putusan Sanding.

(1)

(2)

(3)

(4 )

(5)

Pasal28

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengall ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitullg
sejak bulan pelunasan sampai dellgan diterbitkannya SKPDLB.

Dalam hal keberatan Wajib. Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan
keputusan keberatall dikurangi dengan pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar
100% (seratus persen) dari junilah pajak berdasarkan Putusan
O;:mdingJikUlangi uengan pembayaran pajak yang lelah dibayar
sebelulTI lTIengajukan keberatan.

BAB Xii!. .
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BABXIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK

Pajak dapat
Bupati secara

Pasal2g

Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib
mengajukan permohonan pengembalian kepada
tertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya

a. Nama dan Alarnat wajib pajak;

b. Masa pajak;

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. Alasan yang jelas.

(2) Bupat! dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak drtemnanya perrnohonan pengernbalian kelebihan
pernbayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1) harus
memberikan keputusan.

(1 )

(3) Apabila jangka wi;lktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilampaui Supati 'tidak rnemberikan keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan
dan Si<POLB harus diterbitkan dalam waktu paling larna 1 (satu)
bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)
langsung diperhituri!;tkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang
pajak.

(5) Pengernbalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak dilerbilkan SKPOLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
selelah lewal waklu 2 (dua) bulan sejak dilerbilkannya SKPOLB,
Bupati rnemberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan alas kelerlarnbalan pembayaran kelebihan pembayaran
pajak.

(7) Tala cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksudpada ayal (1) dialur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal30

Apabila kelebihan pernbayaran pajak diperhilungkan dengan hulang
pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalarn pasal 29 ayat (4),
pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

BAB XlV .
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BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal31
(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa

setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak
pidana elibidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwan;a penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) lert,Hlouuh apabila:

a. diterbitkan Sural Teguran dan/atau Surat Paksa; alau

b. aela pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbil!<an Surat Teguran dan Surat Paksa
sebagaimana dimaksuel pada. ayal(2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Sural Paksa
tersebut.

(4) Pengakllan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya
menyalakan masih mempunyai utang Pajak dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakllan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib Pajak., .

Pasal 32

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal33

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara .
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(3) Tala cara pemberian dan pemanfaalan insenlif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Supati dengan
berpedOman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang
tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif.

SAS XVI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal34

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib
Pajak dali?m rangk~ jabatan atau pekerjaannya unluk
menjalankan ketenluan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga
terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Supati untuk membantu
dalam pelaksanaan keteptuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) adalah:

a. pejabal dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau
saksi ahli dalam sidang pengadilan;

b. pejabal dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Supati
untuk rnemberikan keterangan kepada pejabat lembaga
nega ra alau instansi Pemerinlah yang berwenang
melakukan perneriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untui( kepentingan Daerah, Supati berwenang memberi izin
tertl.llis kepilrla pejabal seb'lgaimana dimaksud pada ayat (1) dan
lenaga allli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar
memberikan kelerangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau
tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Un;uk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara
pidana alau perdala, atas permintaan hakim sesuai dengan
Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdala, Supati dapat
memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dan lenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan
kelerangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan
yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata
yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVII .
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BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 35

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
. Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan. penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di Iingkungan Pemerintah Daerah
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada .ayat (1)
adalah
a. menerima, meneari, mengumpulkan, dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan
tersehut menjcldi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan men!Jumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan
yan(J Jilalculcan sehubungan dengan tindclk pidana

perpajakan Daerah;

e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang

perpajakan Daerah;

. d. rnemeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

e. rnelakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pernbukuan, peneatatan, dan dokumen lain, serta
rnelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. memi.nta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
seclang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,

dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

perpajakan Daerah;

I. .memanggil.
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I. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

J. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, se.suai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

. Pasal36

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena
kealpaannya tidak m.emenuhi kewajiban merahasiakan hal
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta
rupiah)

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan
sengaja tidaK memenuhi' kewajibannya atau seseorang yang
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntulan terhadap lindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang
kerahasiaannya .dilanggar. .

(4) . Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan
pribadi seseorang atau I;3adan selaku Wajib Pajak, karena itu
dijadikan tindak pidana pe'ngaduan.

Pasal 37

D8nda seha~J'limana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2)
merupakan penerimaan negara.

BAB XiX .



••
- I'! -

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2002, tanggal 29 Mei
2002. tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYLJASIN TAHUN 2010 NOMOR : 5E,
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